
SALINAN

BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG 
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI

KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Bupati 
Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Transaksi 
Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten 
Pacitan sudah tidak sesuai, maka perlu dilakukan 
perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 
Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai 
Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6681);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah 
Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2021 Nomor 182) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 181 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi 
Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 23);

12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang 
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak 
Daerah Di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2022 Nomor 42);

13. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 136);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 
TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON 
TUNAI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN 
PACITAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang 
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten 
Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 42), diubah 
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah digunakan 
untuk pembayaran pajak yang terdiri atas:
a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), atas:

1. Makanan dan/atau minuman;
2. Tenaga listrik;
3. Jasa perhotelan;
4. Jasa parkir; dan
5. Jasa kesenian dan hiburan.

d. Pajak Reklame;
e. Pajak Air Tanah (PAT);
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
g. Pajak Sarang Burung Walet.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pembayaran Pajak Daerah pada rekening Bendahara Penerimaan BKD 
dalam waktu 1 (satu) hari bank persepsi wajib memindahbukukan ke 
RKUD.

(2) Hasil penerimaan Pajak Daerah pada hari libur termasuk hari Sabtu 
atau hari libur nasional, termasuk hari yang diliburkan untuk 
menyelenggarakan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh 
Pemerintah, tanggal penyetoran dilaksanakan pada hari itu juga.

(3) Hasil penerimaan Pajak Daerah yang dibayar dari Wajib Pajak melalui 
mitra bank persepsi, pelimpahan dilaksanakan satu hari (H+l) setelah 
tanggal pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke rekening 
Bendahara Penerimaan BKD.

(4) Bukti pelimpahan berupa rincian transaksi pembayaran dikirimkan 
secara digital melalui sistem aplikasi rekonsiliasi yang dikelola oleh 
BKD.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 3 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 3 - 2 - 2025

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP
BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum,

_______ js, M.Si
Pembina Tingkat I 

NIP. 19690303 198903 1 006


